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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PELALAWAN
Alamat :Jalan Abdul Jalil Kelurahan Panghalan Kerinci Barat
Email : Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 31 Juli 2024

Nomor :161/PM.00.02/K.RA-06/7/2024
Sifat : Penling

Lampiran : -

Perihal  :Imbauan

Kepada Yth.
KEPALA POLRES PELALAWAN
Di-
Tempat
A. Dasar Hukum

- 1.Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

6 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3.Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran
dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali
Kota;

5.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6.Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan

‘ Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan
Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan
Netralitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
dalam Pemilihan Tahun 2024, maka menghimbau kepada Kepolisian Resor
Kabupaten Pelalawan untuk memperhatikan sebagaimana hal-hal sebagai
berikut:
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Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan

politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praklis;

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak

memilih dan dipilih;

Bahwa sebagaimana pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga alas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraluran Pemerintah

Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

Pasal 70

(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan anggota Tentara Nasional Indonesia;

Bahwa sebagaimana pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

Pasal 71

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota
TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon.

Ketentuan Pidana:
Pasal 189

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati,
Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan
pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah,
Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan
lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau
paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
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/ 6. Agar memperhalikan dan menjaga netralitas Kepolisian Negara Republik

Indonesia pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupali, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Tahun 2024
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terimakasih.
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